GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR =: TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2016
TENTANG STANDAR SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR, BUPATI/
WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA /WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
GUBERNUR ACEH,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Ketua Bawaslu RI Nomor
0134/K.BAWASLU/HK.01.01/V/2016 tanggal 20 Mei 2016
tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Provinsi
Aceh, yang menetapkan antara lain masa tugas Panwaslih Aceh
berakhir paling lambat 3 (tiga) bulan setelah seluruh tahapan
penyelenggaraan Pemilu/Pilkada selesai;

b. bahwa sesuai dengan surat Ketua Bawaslu RI Nomor
0239/K.Bawaslu/TU.00.01/I1I/2017 tanggal 10 Maret 2017 dan
surat Sekjen Bawaslu RI Nomor 0347/Bawaslu/SJ/TU.00.01/
IV/2017 tanggal 11 April 2017, serta mendasari Peraturan Komisi
Pemilihan Umum RI Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun
2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil
Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, yang
menetapkan antara lain tahapan Pilkada berakhir sampai dengan
tahapan pengusulan pengesahan calon terpilih ke DPRA/DPRK
oleh KIP Aceh/KIP Kabupaten/Kota, dan tidak memasukan
pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan
Walikota/Wakil Walikota sebagai tahapan penyelenggaraan
Pilkada di Aceh, serta pelantikan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota di Aceh tidak
dilakukan secara serentak, sehingga Peraturan Gubernur Aceh
Nomor 41 Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga
Kebutuhan Pendanaan Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan

Gubernur/Wakil = Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan
Walikota/Wakil Walikota perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur
tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41
Tahun 2016 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan
Pengawasan  Penyelenggaraan  Pemilihan = Gubernur/Wakil
Gubernur, Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan
Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Pembentukan
Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 1103);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Keistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa Aceh (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3893);

3. Undang-Undang..../2
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3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor
62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5246);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua
Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun
2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi
Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 23, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia
Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015
tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-
Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur,
Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaga
Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang
Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam
Negeri Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2016 tentang Perubahan
Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia
Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan
Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 51 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2015 tentang
Pengelolaan Dana Kegiatan Pemilihan Gubernur dan Wakil
G\;‘i)imur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil
Walikota;

9. Qanun Aceh Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan
Aceh (Lembaran Aceh Tahun 2008 Nomor 01 Tambahan Lembaran
Aceh Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh
Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh
Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Aceh
(Lembaran Aceh Tahun 2014 Nomor 11 Tambahan Lembaran Aceh
Nomor 70);

10.Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2016 tentang Penyelenggara
Pemilihan Umum dan Pemilihan di Aceh (Lembaran Aceh Tahun
2016 Nomor 9 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 81);

11.Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan
Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil

Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Lembaran Aceh Tahun
2016 Nomor 15 Tambahan Lembaran Aceh Nomor 86);

MEMUTUSKAN : ..../3
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MEMUTUSKAN :

. PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN
GUBERNUR ACEH NOMOR 41 TAHUN 2016 TENTANG STANDAR
SATUAN HARGA KEBUTUHAN PENDANAAN PENGAWASAN
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR/WAKIL GUBERNUR,
BUPATI/ WAKIL BUPATI, DAN WALIKOTA/ WAKIL WALIKOTA.

Pasal |

Ketentuan Pasal 9 dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 41 Tahun
2016 tentang Standar Satuan Harga Kebutuhan Pendanaan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur/Wakil Gubernur,
Bupati/Wakil Bupati, dan Walikota/Wakil Walikota (Berita Daerah
Aceh Tahun 2016 Nomor 44) diubah, sehingga berbunyi sebagai
berikut :

Pasal 9

Honorarium dan Perjalanan Dinas, Panwaslih Aceh dan Panwaslih
Kabupaten/Kota dibiayai paling lama 12 (dua belas) bulan dan
ditambah 3 (tiga) bulan sesuai dengan Peraturan Perundang-
undangan.

Pasal II
Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan
Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, _ - 7uni 2017

14 pemedhen 1438
?_‘-UBERNUR ACEH,)V

ZAINI ABDULLAH

Diundangkan di Banda Aceh

%ada tanggal,

o1 2017

1438

SEKRETARIS DAERAH ACEH,

DERMAWAN

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2017 NOMOR
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